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ADALAH   KEADAAN TIDAK MASUK KERJA 

YANG DIIZINKAN DALAM JANGKA WAKTU 

TERTENTU.

ADALAH   DALAM RANGKA USAHA UNTUK 

MENJAMIN KESEGARAN JASMANI DAN 

ROHANI PEGAWAI NEGERI SIPIL.



JENIS CUTI
1. CUTI TAHUNAN 

2. CUTI BESAR

3. CUTI SAKIT   

4. CUTI MELAHIRKAN

5. CUTI KARENA ALASAN PENTING

6. CUTI BERSAMA

7. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA



CUTI BISA DIAMBIL 1 HARI

IJIN TIDAK BERLAKU LAGI



MATRIKS APLIKASI CUTI LAMA DAN BARU
NO APIKASI CUTI LAMA APLIKASI CUTI BARU

1 Persyaratan Cuti Umum

➢ Surat pengantar yang sudah di 

tandatangani

➢ Surat permohonan yang sudah 

ditandatangani

➢ Surat cuti sebelumnya

➢ Fotokopi sk jabatan

➢ Fotokopi sk pangkat

➢ Fotokopi SKP 2 tahun  terakhir 

➢ Surat sakit dari dokter pemerintah (cuti 

sakit) 

Persyaratan Cuti Disederhanakan

➢ Surat pengantar yang sudah ditandatangani

➢ Surat permohonan yang sudah ditandatangani

➢ Cuti sebelumnya ( jika ada)

➢ Surat sakit dari dokter pemerintah (cuti sakit)



2 Verifikasi cuti dilakukan 

hanya yang di proses di 

BKD 

Semua cuti verifikasi di 

BKD, kewenangan 

pemrosesan masih 

seperti awal

3 Penandatanganan manual Penandatanganan 

sekaligus dilakukan 

pada aplikasi

4 Surat ijin cuti masih harus 

di scan ketika mau 

diunggah

Tidak perlu menscan 

lagi

5 Format menyesuaikan PP 

Nomor 24 Tahun 1976

Format menyesuaikan 

dengan Perka BKN No 

24 Tahun 2017

LANJUTAN



DISETUJUI ATASAN
TIDAK

YA

SELESAI (CUTI 

DITOLAK)

MENGISI FORM 

CUTI DI APLIKASI 
MELENGKAPI   

PERSYARATAN

MENGIRIM USUL CUTI

PEGAWAI MENGAJUKAN CUTI

ALUR PENGAJUAN CUTI PEGAWAI 



MELAKUKAN VERIFIKASI 

CUTI

PERSYARATAN LENGKAP TIDAK

YA
PUNYA HAK 

CUTI?

TIDAK

YA

PROSES CUTI

CETAK CUTI

SELESAI (CUTI 

DITOLAK)



• PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang I (satu) tahun

secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

• Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah 12 (dua belas) hari kerja.

• Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu)

hari

• Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, PNS atau calon PNS yang

bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau

pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas

cuti tahunan.

• Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat

yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti

tahunan.



• Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat

yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebut

dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender

• Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang

bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling

lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam

tahun berjalan.

• Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih

berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling

lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan

dalam tahun berjalan.



• Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat

yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti untuk paling

lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

• Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya

selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam

tahun berjalan.

• PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada

perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan,

disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.



CUTI BESAR (1)
• PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun

secara terus menerus berhak atas cuti besar lama 3

(tiga) bulan

• Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus

menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya

belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.

• PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak

berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang

bersangkutan.

• Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang

bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis

kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi

wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.



CUTI BESAR (2)
• Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya 

untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan

dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

• PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) 

bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya

hapus

• Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang 

bersangkutan menerima penghasilan PNS.



CUTI SAKIT (1)
• Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

• PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas

cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan

secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter.

• PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit untuk

waktu paling lama 1 (satu) tahun., dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus

mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter

pemerintah.

• Apabila dalam jangka waktu 1 tahun belum sembuh, maka dapat ditambah untuk paling

lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji

kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang kesehatan.



CUTI SAKIT (2)
• PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu 1 1/2 tahun,

harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kesehatan.

• Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS belum sembuh dari

penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari

Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

• PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling

lama 1 1/2 (satu setengah) bulan. Dengan melampirkan surat keterangan

dokter atau bidan.

• PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan

tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat

perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari

penyakitnya.



• Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan

kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak

atas cuti melahirkan.

• Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada

PNS diberikan cuti besar.

• Lamanya cuti melahirkan 3 (tiga) bulan.

• Selama cuti bersalin PNS menerima penghasilan



CUTI KARENA ALASAN PENTING (1)
• Diberikan kepada PNS karena :

a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras

atau meninggal dunia;

b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia,

dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus

mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau

c. Melangsungkan perkawinan.

• PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi Caesar dapat diberikan CAP dengan

melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan

• PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dapat diberikan

CAP dengan melampirkan surat keterangan dari Ketua RT



CUTI KARENA ALASAN PENTING (2)
• PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan

dan/ atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna

memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan

• Cuti karena alasan penting diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan

• Dalam hal yang mendesak sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat

menunggu keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti, pejabat

tertinggi ditempat PNS bekerja dapat memberikan izin sementara secara

tertulis



CUTI BERSAMA
• P r e s i den da pa t me ne t a pk a n c u t i be r s a ma .

• C u t i be r s a ma t i da k me ngu r a ng i ha k c u t i t a huna n .

• C u t i be r s a ma d i t e t a pk a n de nga n K e p u t u s an P r e s i den .

• P N S y a ng ka r e na J a ba ta nny a t i da k d i be r i ka n ha k

a tas c u t i be r s a ma , ha k c u t i ta huna nny a d i t a mba h

s es ua i de nga n jum la h c u t i be r s a ma y a ng t i da k

d i be r i k a n da n ha nya da pa t d i guna ka n da la m t a hun

be r ja la n .



CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (1)
• PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena

alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

• Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

• Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara dapat diperpanjang paling lama I

(satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

• Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan

diberhentikan dari Jabatannya.

• Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara

harus diisi.



• Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan.

• Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK

setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

• PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan

negara.

• Permohonan cuti di luar tanggungan negara dapat ditolak.

• Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak

menerima penghasilan PNS.

• Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai

masa kerja PNS.



• PN S yang te l ah sel esai men j a l ankan CLTN

waj i b mel ap orkan di r i secara ter tu l i s kep ad a

i n s tans i in du kn ya p al in g l ama 1 (satu ) bu l an

sete l ah sel esai men j a l an kan C LT N

• PPK d al am j an g ka wak tu p al i ng l ama 1 (satu)

b ul an men er ima l ap oran waj i b men gu su l kan

p ersetu ju an d an p en g ak ti fan kemb al i kep ad a

Kep al a BKN /Kep al a Kan tor R eg i on al



KETENTUAN LAIN-LAIN :
• PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, CAP dan cuti bersama dapat dipanggil kembali

bekerja apabila ada kepentingan yang mendesak dan jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak

PNS yang bersangkutan.

• Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan CAP yang akan dijalankan di luar negeri hanya

dapat diberikan oleh PPK.

• Dalam hal yang mendesak terhadap hak cuti di atas, sehingga PNS tidak dapat menunggu keputusan dari PPK,

pejabat tertinggi ditempat PNS tersebut bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk

menggunakan hak atas cuti dan izin sementara tersebut harus diberitahukan kepada PPk dan PPK setelah menerima

pemberitahuan memberikan hak atas cuti kepada PNS yang bersangkutan.

• Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan dan CAP berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS.

• PNS yang telah selesai CLTN dan telah diaktifkan kembali sebagai PNS dapat mengajukan cuti tahunan apabila telah

bekerja secara terus menerus paling singkat 1 (satu) tahun sejak diaktifkan kembali sebagai PNS.

• Penghasilan lain berupa tunjangan kinerja, dan tunjangan perbaikan penghasilan diberikan kepada PNS yang sedang

menjalankan cuti sesuai ketentuan perundang-undangan





























• P E J A B AT  P E M B IN A  K E P E G AWA IA N  

( P P K )

• P P K  D A PAT  M E N D E L E GA S IK A N  

S E B A G IA N  W E W E N A N GN YA K E PA D A 

P E J A B AT  D I  L IN G K U N G A N N YA



K

Cuti Kewenangan pejabat pemberi cuti

BKD PERANGKAT 

DAERAH

Cuti besar √

Cuti sakit dibawah 14 

hari

√

Cuti sakit diatas14 hari √

Cuti bersalin √

Cuti alasan penting √

Cuti diluar tanggungan

negara

Gubernur



TERIMA KASIH


